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ABSTRAK 

 

Shabrina Uswa Bella Haq (17102040101), Implementasi Pelayanan Administrasi 

Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020, Skripsi Program Studi Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2022. 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Sleman merupakan 

instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama atau Kemenag yang 

tentunya perlu memenuhi tuntutan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas 

sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bersifat jasa. Pelayanan yang 

diberikan oleh Seksi PHU Kemenag Kabupaten Sleman antara lain adalah 

pelayanan administrasi haji yang meliputi pelayanan pendaftaran haji, pelayanan 

pendaftaran pelunasan, dan pelayanan pembatalan pendaftaran ibadah haji.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

pelayanan administrasi di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan bertujuan untuk 

mendeskripsikan evaluasi input, proses dan hasil untuk mengkaji masalah serta 

mengetahui solusi agar pelayanan administrasi dapat lebih baik lagi kedepannya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang 

menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Respoden dalam penelitian ini 

yaitu kepala dan staf Penyelenggara Haji dan umrah di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman, dan juga jemaah yang mendaftar haji di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020. 

Dari hasil penelitian, pelayanan administrasi di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman berjalan sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara 

Haji dan Umrah dan juga Undang-undang haji serta Peraturan Menteri Agama yang 

berlaku, tetapi masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi, namun 

pelayanannya sudah cukup baik dengan adanya staff yang berlatar belakang 

pendidikan yang tinggi dan berpengalaman yang cukup. Oleh karena itu, peneliti 

ingin lebih lanjut mengetahui apa saja permasalahan atau hambatan yan terjadi dan 

bagaimana solusi yang dilakukan saat proses pelayanan administrasi haji di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

Kata kunci: Implementasi, Pelayanan, Seksi Penyelenggara Haji dan umrah di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ketika seorang muslim 

sudah berhasil menunaikan keempat rukun Islam sebelum haji (syahadat, shalat, 

puasa, dan zakat), maka ia akan terdorong untuk menunaikan haji. Dalam Islam, 

penekanan haji tidak sekuat penekanan syahadat, shalat, puasa, dan zakat. 

Dengan kata lain, ibadah haji memiliki dua status hukum, wajib bagi yang 

mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Kesimpulan ini didapatkan dari 

Al Qur’an Surat Âli ‘Imrân ayat 97: “mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan 

perjalanan ke Baitullah”. Kata mampu dalam ayat ini memiliki makna yaitu 

mampu secara keilmuan, finansial, fisik, psikis, dan juga keamanan dalam 

perjalanan. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji juga 

kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara 

semakin banyak, terutama di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan 

negara dengan penduduk terbanyak yang mayoritas beragama Islam. Oleh 

sebab itu, jumlah jemaah haji di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.  

Pelayanan merupakan suatu proses yang diterapkan oleh individu atau 

kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan
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tertentu dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam 

menangani masalah-masalah penyelenggaraan program pelayanan. Pelayanan 

adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan.2 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan 

menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, 

transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lainnya yang 

diperlukan oleh calon jemaah haji.3 Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji 

Reguler pada Pasal 1 ayat 2 yang membahas tentang penyelenggaraan ibadah 

haji reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji, 

yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji yang 

diselenggarakan oleh pemerintah.4 Dengan demikian penyelenggaraan Ibadah 

haji dan umrah merupakan tanggung jawab pemerintah.  

 

2 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 

22. 

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, hlm. 4.  
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Masyarakat muslim di Indonesia belakangan mengalami peningkatan 

perihal minat menunaikan ibadah haji. Hal ini ditandai dengan semakin 

bervariasinya profil atau latar belakang calon jemaah haji, yakni sebagian besar 

calon jemaah haji merupakan masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan 

rendah. Ada juga karena faktor usia dan pemahaman agama yang kurang 

mumpuni, ditambah lagi dengan calon jemaah yang baru pertama kali 

menunaikan ibadah haji.5 Menurut data dari Kementerian Agama Republik 

Indonesia untuk wilayah D.I Yogyakarta daftar tunggu berangkat ibadah haji 

sampai tahun 2049 terdapat 88.257 pendaftar.6 Hal ini yang membuat 

pemerintah atau dalam hal ini yaitu Kementerian Agama harus lebih ekstra 

untuk mempersiapkan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. 

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan sepanjang tahun oleh Kantor 

Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Agama No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang 

menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jemaah haji melalui 

sistem dan manajemen penyelenggaraan haji.7  

Kementerian Agama pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

(PHU) merupakan unit terdepan yang secara langsung berhadapan dengan calon 

 
5Ahmad Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia, (Jakarta: Pustaka Nasional 

RI, Katalog dalam Terbitan, 2016), hlm. 240. 

6https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list, diakses pada 6 Juli 2020, pukul 07.07 WIB. 

7Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, hlm. 3. 

https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list
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jemaah haji dalam proses pelayanan administrasi haji dan juga sebagai 

fasilitator dan organisator masyarakat tentu harus bersikap profesional dalam 

memberikan pelayanan administrasi ibadah haji. Semakin meningkatnya minat 

masyarakat untuk mendaftar ibadah haji, maka semakin ekstra pula pelayanan 

yang harus diberikan oleh Seksi PHU. Pelayanan yang diberikan tentu harus 

sangat diperhatikan, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kabupaten Sleman 

merupakan instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama atau 

Kemenag yang tentunya perlu memenuhi tuntutan untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

bersifat jasa. Pelayanan yang diberikan oleh Seksi PHU Kantor Kemenag 

Kabupaten Sleman antara lain adalah pelayanan administrasi haji yang meliputi 

pelayanan pendaftaran haji, pelayanan pendaftaran pelunasan, dan pelayanan 

pembatalan pendaftaran ibadah haji. 

Dari empat kabupaten dan satu kotamadya di Provinsi DIY, 

Kabupaten Sleman menempati peringkat pertama jumlah jemaah haji yang 

mendaftar. Dalam setiap harinya (lima hari kerja), belasan bahkan puluhan 

calon jemaah haji datang mengunjungi Kantor Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah Kemenag Kab. Sleman untuk mendapatkan pelayanan dalam hal 

administrasi haji. Perbedaan profil dan latar belakang serta banyaknya jumlah 

calon jemaah haji yang datang terkadang menjadi kendala tersendiri bagi para 
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staf PHU yang SDM-nya hanya berjumlah tujuh orang dalam memberikan 

pelayanan.8 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait bagaimana implementasi pelayanan administrasi ibadah haji 

yang diberikan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman kepada para calon jemaah. Maka judul 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah Implementasi Pelayanan 

Administrasi Ibadah Haji oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu bagaimana implementasi 

pelayanan administrasi ibadah haji oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 
8 Hasil Observasi di Kantor Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman, 14 Oktober 2020 
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Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan implementasi pelayanan administrasi ibadah haji oleh 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman Tahun 2020. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

serta memberikan wawasan khususnya dalam bidang pelayanan ibadah 

haji di tingkat kabupaten/kota. 

b. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen Dakwah 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi dan 

konstribusi praktis dalam mengoptimalkan peran ilmu pelayanan ibadah 

haji dan dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya 

yang berkaitan dengan sistem evaluasi kinerja. 

 

D. Kajian Pustaka 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fira Afriani mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul 

“Implementasi Pelayanan Prima Terhadap Jemaah haji oleh Seksi 

Penyelenggara Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

2019”.  Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pelayanan prima adalah 

pelaksanaan atau penerapan pelayanan yang baik dan yang terbaik dilakukan 
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agar bisa membuat konsumen merasa nyaman dan terdapat tiga konsep 

pelayanan prima yaitu sikap atau attitude, perhatian atau attention dan tindakan 

atau action. Pelayanan prima sangat penting karena sangat berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan kepada perusahaan.9 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir Abid mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul 

“Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi 2020”. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 

Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi sudah cukup baik dalam 

pelayanan bagi para Jemaah haji, yaitu sudah memenuhi syarat pelayanan 

berupa: kemudahan dalam pengurusan pelayanan, mendapatkan pelayanan 

wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, mendapatkan 

perlakuan yang jujur dan terus terang. Namun dalam pelaksanaannya belum 

semuanya maksimal dan terpenuhi, hal ini terlihat dari adanya kendala yang 

didapati pada keterbatasan sarana dan prasarana seperti akses internet yang 

menghambat kelancaran pelayanan pendaftaran ibadah haji.10 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Leli Martiyani mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi 

Fungsi Pelayanan Prima pada Nasabah di BMT Walisongo Semarang” pada 

 
9Fira Afriani, Implementasi Pelayanan Prima Terhadap Jemaah haji oleh Seksi 

Penyelenggara Haji Dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 2019, Skripsi, 

(Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 

10Muzakkir Abid, Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota Jambi 2020, Skripsi, (Jambi: 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020). 
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tahun 2018. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwasanya fungsi pelayanan 

prima di BMT Walisongo Semarang sudah terlaksana dengan baik, tentu saja 

pihak BMT Walisongo terus berupaya memaksimalkan dalam memberikan 

pelayanan prima terhadap pelanggannya.11 

Persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah 

membahas tentang pelayanan dan implementasinya. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada pelayanan 

administrasi ibadah haji yang diberikan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman kepada calon jemaah haji. 

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga 

hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga 

khususnya Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teori 

Untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji 

oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman, maka terlebih dahulu perlu diuraikan teori-teori yang 

berkaitan dengan tema penelitian, yaitu: 

 
11Leli Martiyani, Implementasi Fungsi Pelayanan Prima pada Nasabah di BMT Walisongo 

Semarang, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). 
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1. Tinjauan tentang Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan 

kemampuan menggunakan materi ke dalam situasi kongkrit atau nyata. 

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Artinya 

yang dilaksanakan dan diterapkan adalah program sesuai dengan rancangan 

yang telah direncanakan. Pada dasarnya, implementasi sebuah program dan 

kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan 

diterapkan seutuhnya di lapangan, namun jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan dari program dan 

kebijakan tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya 

menimbulkan permasalahan. Implementasi merupakan sebuah tindakan 

nyata dari rencana dan rancangan yang sudah disusun secara matang dan 

juga terperinci.  

Hanifah dan Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu 

proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari 

politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka 

penyempurnaan suatu program.12 

2. Tinjauan tentang Pelayanan Administrasi 

a. Pengertian Pelayanan 

 
12 Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan & Politik (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hlm.  

6. 
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Pelayanan administrasi terdiri dari dua kata yaitu “pelayanan” 

dan “Administrasi”. Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata layan yang diartikan dengan: membantu menyiapkan 

(mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.13 

Menurut Philip Kotler, “Pelayanan dapat diartikan suatu 

aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau beberapa 

pihak kepada pihak lain untuk dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak akan 

menimbulkan kepemilikan apapun kepada yang menerimanya”.14 

Sedangkan menurut Atep Adya Brata, pelayanan adalah segala usaha 

penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para calon 

pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah terjadi transaksi.15 

1) Ciri-ciri Pelayanan yang Baik 

Beberapa ciri pelayanan yang baik bagi perusahaan dan 

karyawan yang bertugas untuk melayani pelanggan adalah sebagai 

berikut: 

a) Tersedia sarana prasarana yang baik 

b) Tersedianya karyawan yang baik 

 
13Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), hlm. 826. 

14Philip Kottler, Marketing Manajement : Analisis Planning, Implementation and Control 

Eight Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1994), hlm. 446. 

15Atep Adya Brata, Dasar –Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: PT. Elex Media, 2003), hlm. 

93. 
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c) Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai 

d) Mampu melayani secara cepat dan tepat 

e) Mampu berkomunikasi 

f) Tersedianya produk yang diinginkan 

g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

h) Berusaha memahami kebutuhan pelanggan 

i) Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan16 

  Pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang mampu 

memberikan kesan baik dan kepuasan kepada pelanggan melalui 

sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana yang dimiliki. 

b. Pengertian Administrasi 

Adiministrasi dalam arti sempit dari Bahasa Belanda berasal 

dari kata administrate yang artinya adalah ketatausahaan saja atau 

pekerjaan tulis menulis. Bicara tentang ketata-usahaan dan tulis menulis 

berarti adalah berbicara tentang sebuah kegiatan yang meliputi kegiatan 

operasional yang sangat terbatas pada surat-menyurat, mengetik, tulis-

menulis, kearsipan, penggandaan, pendistribusian dan lain-lain dalam 

pekantoran. 

 
16 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 223. 
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Arti luas secara garis besar administrasi adalah proses 

kerjasama antar dua atau lebih dari manusia untuk mencapai tujuan yang 

telah disepakati bersama dengan efektif dan efisien. Para ahli 

administrasi juga memberikan pemahaman tentang pengertian 

administrasi dalam arti luas yang di kutip oleh. Mulkanasir, BA, S.Pd, 

MM dan Drs. Mochamad Guruh, M.Pd. sebagai berikut: 17 

a) Sondang P Siagian, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

b) Menurut Leonard D White memberikan definisi Administration is a 

prosess common to all group effort, public or private, civil or 

military, large scale or small scale. Administrasi adalah sebuah 

proses yang kebanyakan tedapat pada usaha kelompok baik itu 

negara, swasta, sipil maupun militer, baik itu usaha besar ataupun 

usaha kecil. 

c) H.A Simon dkk, Administration as the activities of groups 

coorperating to eccomplish common goals. Administrasi adalah 

sebuah kegiatan kelompok dimana mereka melakukan kerja sama 

untuk menyelesaikan tujuan yang dibuat bersama. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa 

 
17 H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM dan Drs. Mochamad Guruh, M.Pd, Ilmu Administrasi 

Suatu Pengantar, (Jakarta: FDK Press, 2012), hlm. 8-12. 
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pelayanan administrasi adalah kegiatan yang diberikan oleh sebuah unit 

pelayanan berupa surat-menyurat, mengetik, tulis-menulis, kearsipan, 

penggandaan, pendistribusian dan lain-lain yang dilakukan dengan 

bekerja sama oleh dua orang manusia atau lebih atau terjadi dalam 

sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. 

3. Tinjauan tentang Pelayanan Administrasi Ibadah Haji 

Pelayanan administrasi ibadah haji yang diberikan oleh Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman diantaranya adalah menerima, 

mencatat, menyimpan surat serta dokumen calon jemaah haji, dokumen 

calon petugas haji, dokumen kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. Yang mana dokumen-

dokumen tersebut berisikan data-data pendaftaran ibadah haji, pelunasan 

pembayaran ibadah haji, dan pembatalan pendaftaran ibadah haji.18 

Pendaftaran ibadah haji di Indonesia diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) 

UU No. 13 Tahun 2008 ditegaskan bahwa “Pendaftaran Jemaah haji 

dilakukan oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji dengan mengikuti 

prosedur dan yang telah memenuhi persyaratan”, kemudian pada pasal 26 

Ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai 

prosedur dan persyaratan pendaftar diatur dalam peraturan Menteri”.19 

 
18Dokumentasi di Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman, 10 November 2020 

19Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah 

menetapkan pedoman pendafataran haji reguler pada Keputusan Direktur 

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D.28 Tahun 2016 

tentang pedoman pendaftaran haji reguler merupakan acuan bagi petugas 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dikretorat Jenderal 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), dan Jemaah haji.20 

1) Ketentuan Umum Pendaftaran Ibadah Haji 

a) Pendaftaran Jemaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang 

tahun; 

b) Pendaftaran Jemaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota domisili calon Jemaah haji sesuai dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP); 

c) Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan 

untuk pengambilan foto dan sidik jari; 

d) Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan 

pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan 

ibadah haji terakhir; 

2) Ketentuan Lain-Lain Pendaftaran Ibadah Haji 

 
20Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D.28 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler 
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a) Apabila Jemaah haji sudah mendapatkan bukti setoran awal BPIH 

namun tidak memenuhi persyaratan pendaftaran, maka Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengirim surat ke Direktur 

Pengelolaan Dana Haji untuk mengembalikan dana setoran awal 

jemaah yang bersangkutan. 

b) Pendaftaran haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan 

mendapatkan nomor porsi. 

c) Nomor porsi hanya berlaku bagi Jemaah haji yang bersangkutan dan 

tidak dapat digantikan. 

d) Nomor porsi digunakan sebagai dasar dalam pelayanan Jemaah haji. 

e) Bilamana terdapat kehilangan bukti setoran awal BPIH asli, dapat 

dicetak ulang di BPS BPIH tempat setor awal dengen ketentuan:  

(1) Melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat; 

(2) Melampirkan surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota domisili; 

(3) Melampirkan salinan buku setoran awal BPIH yang telah 

ditempel pasfoto jemaah haji yang bersangkutan; 

f) Bilamana terdapat kehilangan SPPH asli, dapat dicetak ulang di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah mendapatkan 

otorisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan 

ketentuan: 

(1) Melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat; 
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(2) Melampirkan salinan SPPH yang telah ditempel foto jemaah haji 

bersangkutan; 

g) Dalam hal Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai 

domisili tidak dapat menerima pendaftaran, maka pendaftaran 

jemaah bersangkutan dilakukan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota terdekat; 

h) Bilamana terjadi kendala pendaftaran sehingga melebihi batas 

waktu 5 (lima) hari kerja, maka petugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota mengajukan surat pembukaan blokir batas akhir 

pendaftaran ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

3) Persyaratan Pendaftaran Ibadah Haji 

Persyaratan pendafataran ibadah haji telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 13 Tahun 

2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pada Pasal 4, antara 

lain: 

a) Beragama Islam 

b) Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar 

c) Memilik KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti 

indentitas lain yang sah 

d) Memiliki Kartu Keluarga 

e) Memilik  akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah 

atau ijazah sekolah 
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f) Memiliki tabungan atas nama Jemaah yang bersangkutan pada BPS 

BPIH 

Selain persyaratan di atas, calon Jemaah haji juga harus 

menyerahkan pasfoto berwarna 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) 

berjumlah 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih; 

b) Warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak  

memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita menggunakan 

busana muslimah; 

c) Tidak menggunakan kaca mata, dan 

d) Tampak wajah minimal 80 persen (delapan puluh persen)21 

4) Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji 

a) Jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran 

awal BPIH; 

b) BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui 

aplikasi; 

c) BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) 

lembar dengan rincian: 

(a) lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah haji; 

(b) lembar kedua untuk BPS BPIH; 

 
21 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, hlm. 7. 
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(c) lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama; 

(d) lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama; 

dan 

(e) lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah;  

d) Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, 

wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani, dan dibubuhi 

stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm 

(tiga kali empat sentimeter); 

e) BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan 

lembar kelima bukti setoran awal BPIH 

f) calon Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan 

persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi 

serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian 

untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah pembayaran setoran awal BPIH; 

g) calon Jemaah haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat 

pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor 

Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan 

mendapatkan Nomor Porsi; dan 
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h) calon Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang 

telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas 

Kantor Kementerian Agama. 

5) Pelunasan Pembayaran Ibadah Haji 

a) Pelunasan BPIH dilakukan di BPS BPIH sesuai tempat mendaftar 

atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPIH) di 

kabupaten/kota; 

b) Jemaah haji melakukan pelunasan BPIH reguler sebesar selisih 

kekurangan antara besaran BPIH reguler dengan jumlah setoran 

awal BPIH dengan terlebih dahulu menunjukkan bukti asli setoran 

awal BPIH lembar pertama pada petugas BPS BPIH; 

c) Jemaah haji yang telah melakukan pelunasan BPIH reguler, 

mendapatkan bukti setoran lunas BPIH yang dicetak dari aplikasi 

Siskohat, buku manasik haji, seragam batik, dan untuk pria 

mendapatkan kain ihram dan wanita mendapatkan mukenah; 

d) Jemaah haji yang telah melakukan pelunasan, harus melaporkan diri 

dengan membawa bukti setoran pelunasan BPIH reguler ke Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.22 

6) Tata Cara Pelunasan Pembayaran Ibadah Haji 

 
22https://kemenag.go.id/read/pelunasan-bpih-mulai-16-april-2018-ini-prosedurnya-j3r3j 
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a) Pastikan nama calon jemaah telah tertera dalam daftar calon jemaah 

yang berhak melunasi BPIH tahap I maupun tahap II pada tahun 

keberangkatan haji; 

b) Besaran Pelunasan Haji menunggu Peraturan Presiden yang 

mengatur besaran BPIH tahun keberangkatan calon jemaah haji; 

7) Persyaratan Pelunasan Pembayaran Ibadah Haji 

a) Fotocopy KTP 3 lembar; 

b) Pas Foto terbaru berwarna 3 x 4 = 12 lembar dan 4 x 6 = 2 lembar , 

dengan latar belakang /background putih tampak wajah 80 % 

c) Bukti Setoran Awal BPIH yang disimpan jemaah; 

d) Membawa buku tabungan haji 

e) SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) lembar kesatu yang disimpan 

jemaah yang menunjukkan NOMOR PORSI; 

f) Membayar kekurangan BPIH untuk menerima bukti setor pelunasan 

BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dari Bank Penerimaa 

Setoran. 

8) Prosedur Pelunasan Pembayaran Ibadah Haji 

a) Calon jemaah datang ke bank (BPS BPIH) untuk melunasi 

kekurangan biaya Setoran Lunas BPIH (Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji); 

b) Menerima Bukti Setoran lunas dari bank penerima setoran; 

c) Menyerahkan Bukti Setoran Lunas BPIH (Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji) dari bank ke Kantor Kementerian Agama (Seksi PHU) 
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untuk proses administrator dan info mengenai kewajiban calon 

jemaah pasca pelunasan BPIH seperti tes kesehatan dll. 

9) Persyaratan Pembatalan pendaftaran ibadah haji 

a) Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 dengan 

menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala 

Kantor Kemenag Kab/Kota; 

b) Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH; 

c) Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji) ke rekening Menteri Agama; 

d) SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji); 

e) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji 

yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan 

f) Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.23 

10) Persyaratan Pembatalan pendaftaran ibadah haji Jemaah Meninggal 

a) Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,00 dari ahli 

waris atau kuasa waris jemaah haji yang meninggal dunia yang 

ditunjukkan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sleman. 

b) Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala 

Desa/Rumah Sakit setempat.  

 
23 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/ 21 /2016 

Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah haji Reguler Dan Pengembalian Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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c) Surat keterangan waris bermaterai Rp.6.000,00 yang dikeluarkan 

oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit setempat.  

d) Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk 

melakukan pembatalan pendaftaran jemaah haji bermaterai 

Rp.6.000,00. 

e) Fotocopy KTP ahli waris/kuasa waris jemaah haji yang mengajukan 

pembatalan pendaftaran haji dan memperlihatkan aslinya. 

f) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris 

jemaah haji bermateri Rp. 6.000,00. 

g) Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH. 

h) Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji) ke rekening Kementerian Agama.  

i) Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). 

j) Fotocopy buku tabungan ahli waris/kuasa waris yang masih aktif 

dan memperlihatkan aslinya.24 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, 

yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi 

 
24 Ibid., 
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partisipasi, peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan kunci 

yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi penelitian.25 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitiatif karena penelitian ini 

diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati individu kelompok, masyarakat 

organisasi tertentu dalam konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut 

pandang yang utuh, komprehensif dan holistic.26 Metode deskriptif 

digunakan sebagai cara yang praktis untuk menjalankan dan menjabarkan 

bagaimana pelayanan administrasi ibadah haji di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Sleman. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek dalam penelitian adalah sumber informasi untuk 

mencari data dan masukan-masukan dalam menghadapi masalah penelitian 

atau orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi.27 

Subjek yang dianggap paling mampu terkait pelayanan 

administrasi ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman 

adalah kepala seksi dan staf Penyelenggara Haji dan Umrah, serta jemaah 

haji yang mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

Sedangkan objek penelitian fokus pada pelayanan administrasi yang 

 
25 Elvinaro Ardianto, Metode Penelitian Untuk Public Relations, Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), hlm. 58. 

26 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Reletions dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,2006), hlm. 213. 

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 130. 
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diberikan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada calon 

Jemaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln dan Guba yaitu 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (catatan atau 

arsip). Wawancara, observasi berperan serta (participant observation) dan 

kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data 

yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian.28 

a. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.29 

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan ke beberapa pihak yang bersangkutan secara lisan 

dan mendengarkan langsung keterangan-keterangan atau informasi dari 

Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umrah dan staf Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, 

 
28 Salim & Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 

hlm. 113. 

29 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  hlm. 136.  
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serta calon jemaah haji (pendaftar ibadah haji). Data yang akan diambil 

dalam wawancara yaitu data yang berkaitan dengan: 

1) Pelayanan administrasi ibadah haji di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman. 

2) Kelebihan dan kekurangan pelayanan administrasi ibadah haji di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya 

selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. 

Metode observasi adalah adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian 

tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut 

dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan 

pancaindera.30 

Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati 

secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok 

masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan 

untuk mengambil data dan informasi yang ada di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Sleman guna melengkapi data penelitian. Dalam 

observasi ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat secara 

 
30 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Depok: Kencana, 2005), hlm. 

143-144. 
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langsung terhadap objek penelitian yaitu proses pelayanan administrasi 

ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

c. Dokumentasi 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari 

record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen 

resmi.31 

Peneliti mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan berupa 

catatan, transkip, buku, brosur, dan peraturan yang berada di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.32  

Ada empat aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip buku Sugiyono sebagai berikut:33 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahap awal bagi peneliti 

melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/ objek 

 
31 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm. 

216-217. 

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 130. 

33 Ibid., hlm. 133. 
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yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Biasanya 

pada tahap pengumpulan data ini dilakukan berhari-hari atau bahkan 

berbulan-bulan. Dengan demikian peneliti mendapatkan informasi dan 

data yang banyak dan bervariasi.  

Dalam hal ini data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 

subyek penelitian adalah gambaran efektivitas pelayanan administrasi 

haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, personil dan peta 

jabatan penyelenggaraan haji dan umrah. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu kegiatan merangkum, memilih, dan 

menyeleksi data penelitian yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan sesuai dengan pembahasan 

yang dibutuhkan. 

Dalam hal ini data hasil observasi gambaran umum Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman difokuskan pada sejarah 

berdirinya lembaga tersebut, kemudian mengerucut pada profil PHU. 

Kemudian data hasil wawancara dan dokumentasi tentang gambaran 

efektivitas pelayanan PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sleman. 

c. Penyajian Data  

Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat yang bersifat teks naratif, bagan, tabel, dan sebagainya dari hasil 
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penelitian. Dari banyaknya ragam data tersebut akan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan penyajian. 

d. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan adalah hasil dari penelitian secara jelas dan lengkap 

berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah dianalisa serta 

diverifikasi sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, semua data diolah untuk memunculkan 

deskripsi mengenai Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020. 

5. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data bertujuan untuk membuktikan nilai kebenaran 

dan konsistensi data penelitian. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data 

yang digunakan adalah uji kredibilitas. 

Uji kredibilitas bertujuan untuk menilai keabsahan dari temuan 

penelitian kualitatif. Dengan dilakukan uji kredibilitas, maka dapat 

menunjukkan adanya kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu.34 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.  

Berikut penjelasannya:  

 
34 Ibid., hlm. 130. 
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Triangulasi sumber, yaitu cara menguji kredibilitas data dengan 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian data 

yang diperoleh tersebut dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan beberapa sumber tersebut. 

Gambar 1.1 

Triangulasi Sumber Data 

 

 

G. Sistematika Penelitian 

Pembahasan dari hasil penelitian ini akan disusun sesuai dengan 

kebutuhan penelitian yakni terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara 

satu dengan yang lain. Adapun rancangan sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan 

skripsi ini, yang meliputi judul, latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada 

Kasi PHU

Staf PHUJemaah haji
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pembaca mengenai alasan adanya penelitian, dan rangkaian rencana penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

BAB II: Gambaran Umum, yakni menguraikan hasil penelitian yang 

berisi tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sleman. Adapun isi dalam bab ini meliputi sejarah, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan, letak, dan beberapa keterangan tambahan lainnya yang 

diperlukan untuk mengenal tempat yang akan dijadikan objek penelitian. 

BAB III: Pembahasan, pada bab ini akan memuat penjelasan secara 

rinci mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pelayanan 

administrasi ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. 

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan secara singkat, 

mencakup jawaban dari permasalahan penelitian yang diperoleh berdasarkan 

konsep-konsep teoritis dan berdasarkan pada hasil yang diperoleh di lapangan, 

serta saran-saran sebagai bahan perbaikan untuk lembaga atau organisasi yang 

diteliti. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan juga hasil peneltian 

yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait implementasi pelayanan administrasi 

ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, menunjukkan 

bahwa pelayanan yang diberikan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020 sudah baik, proses 

administrasi ibadah haji yang meliputi pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan 

biaya ibadah haji berjalan dengan rapi dan tersusun. Seksi Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mampu 

mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) yang sudah 

ditetapkan pada undang-undang dan Peraturan Menteri Agama yang berlaku 

secara maksimal. Tidak ada kendala yang berarti selama pelaksanaan 

pelayanan. Petugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sleman mampu memberikan kesan baik dan 

kepuasan kepada jemaah haji melalui sumber daya manusia dan sarana maupun 

prasarana yang dimiliki. 
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B. Saran 

Adapun saran dari hasil temuan penelitian di Seksi Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman ialah untuk 

menambah atau meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang dalam hal ini 

adalah staf PHU, agar pelayanan yang diberikan bisa lebih maksimal dan 

mengurangi adanya antrean oleh jemaah setiap harinya. 
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